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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sanggau sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan instruksi dan surat 

keputusan Bupati yang secara tegas dan jelas secara normatif peraturan 

tersebut harus dilaksanakan oleh setiap aparatur sipil negara. Sebagai 

aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap pegawai 

negeri sipil diwajibkan untuk memahami dan mentaati setiap aturan 

pemerintah yang berlaku baik Undang-Undang tentang Kepegawaian 

maupun aturan pelaksana yang mendukung berjalannnya pemerintah demi 

menjamin tertib hukum agar terlaksananya program pemerintah dapat 

berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan nasional. Pembinaan dan 

pengawasan melekat atasan menjadi perhatian utama dalam mensukseskan 

berjalannya peraturan, langkah tersebut mendukung setiap atasan langsung 

dapat bertanggungjawab baik secara kewenangan maupun tanggungjawab 

secara normatif, sebab kelalaian pengawasan terhadap bawahan menjadi 

tanggungjawab penuh atasan, dalam posisi tertentu atasan dapat dijerat 

hukuman disiplin oleh karena unsur pembiaran maupun lalai dalam 

pembinaan terhadap bawahannya. 
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2. Kendala yang sangat teknis dilapangan terjadi ketika keputusan penjatuhan 

disiplin menjadi pincang akibat banyaknya pertimbangan kemanusiaan, 

pertimbangan masa kerja, pertimbangan kredibilitas, pertimbangan 

kejahatan jabatan dan kewenangan, dan pertimbangan masa pensiun 

(wawancara dengan A.L. Leysandri, S.H selaku Sekretaris Daerah Kab. 

Sanggau, tanggal 25 Januari 2016 Pukul 11:00 WIB). 

a. Lemahnya pendokumentasian/arsip/data pembinaan yang dilakukan 

oleh atasan langsung di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam 

hal ini harus dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan), cenderung 

dianggap sepele oleh atasan langsung dalam memberikan pembinaan 

terhadap bawahannya. 

b. Pertimbangan meringankan dan pertimbangan yang memberatkan 

dalam penjatuhan hukuman disiplin adalah dualisme keputusan yang 

pada posisinya dapat mengarah kepada unsur subyektifitas, dan dapat 

mengabaikan obyektifitas keputusan aturan yang berlaku, sebagai 

contoh sudah jelas diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang disiplin bagi PNS yang melanggar Kewajiban dan 

Larangan PNS, melanggar sumpah/janji PNS atau melanggar 

sumpah/janji jabatan dapat memenuhi unsur pelanggaran disiplin berat 

dalam hal ini terlibat dalam kasus korupsi atau pelanggaran pidana 

umum lainnya, maka PNS yang bersangkutan wajib diberhentikan 

dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, akan 

tetapi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 
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tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 huruf b, atas 

pertimbangan hukuman penjara minimal 4 tahun keatas maka PNS yang 

bersangkutan diberhentikan sebagai PNS secara tidak hormat. 

Ketentuan tersebut masih mempertimbangkan masa tahanan dengan 

ketentuan maksimal 4 tahun penjara, sesuai dengan putusan Pengadilan, 

dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang disiplin PNS secara tegas bagi PNS yang melakukan tindakan 

pidana korupsi maka bagi dirinya diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai PNS.  Pemberhentian yang termuat pada ketentuan angka 87 

butir (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara berbunyi:  

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 

diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”. 

 

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana, menyangkut dana, sumber daya 

aparatur yang berkompetensi, alat kontrol indispliner yang terbatas, 

laporan target kinerja yang harus dikerjakan oleh setiap PNS serta 

realisasi yang telah dicapai oleh setiap PNS yang bersangkutan. 

d. Rendahnya kesadaran otonom mengenai disiplin, PNS cenderung 

“dihantui” oleh aturan yang mengikatnya, akan tetapi makna disiplin 

masih belum melekat secara mendasar dan kurangnya pembinaan 

terhadap PNS baik yang dilakukan atasan langsung maupun instansi 

 

 



 
 
 

203 
 

terkait, baik dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk seminar-

seminar. 

3. Mengatasi kendala penerapan sanksi administratif terhadap PNS yang 

melakukan pelanggaran disiplin di lngkungan pemerintah Kabupaten 

Sanggau, dikeluarkannya: 

a. Intruksi Bupati Sanggau, Nomor: 1 Tahun 2011, tanggal 24 Februari 

2011 tentang Peningkatan Pengawasan Disiplin Kerja Aparatur 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

b. Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor: 800/168/BKD-P2, tanggal 3 

Maret 2011 tentang Peningkatan Disiplin PNS. 

c. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 800/169/BKD-P2, Tanggal 3 Maret 

2011 tentang Peningkatan Disiplin PNS. 

d. Peningkatan Kesejahteraan PNS yang diberikan kepada setiap aparatur 

dengan penambahan penghasilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

B. Saran. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diurai diatas, maka penulis menyajikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Menjaring sumberdaya manusia yang potensial yang  profesional, 

krediblilitas tinggi, berwibawa dan menjamin sumberdaya manusia yang 

berkualitas, tentunya harus didukung dengan sistem penyaringan yang 
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baik, sebagai contoh dengan pola rekruitmen yang baik, hal tersebut 

mendukung agar ketersedian dalam menjamin aparatur yang berkualitas 

dan berdedikasi tinggi perlu diberdayakan sebagai ujung tombak 

penyelenggara pemerintahan. Kebutuhan akan kualitas menjadi hal yang 

utama, dengan pola rekruitmen yang baik menjadikan pembinaan semakin 

lebih baik dan mudah, tentunya dengan kesadaran aparatur yang tinggi 

dalam pengabdian,  tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat 

dan sebagai suri tauladan bagi masyarakat dalam mensukseskan program-

program pemerintah. Sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) yang dibentuk dalam pola dan sistem yang lebih terbuka lebih 

mempermudah penjaringan sumberdaya yang kredible, profesional. Pola 

rekruitmen dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) tahun 2014 

sudah memenuhi syarat-syarat yang baik, upaya tersebut juga membuka 

peluang seluas-luasnya bagi sumber daya manusia yang lain untuk bisa 

berkarya dan mengabdi di seluruh Indonesia tanpa ada unsur 

primordialisme, unsur kedaerahan, ras dan agama tertentu saja, yang pada 

prinsipnya menghapus peluang kolusi dan nepotisme kedaerahan. 

2. Upaya-upaya pemerintah dalam mendukung terselenggaranya 

pemerintahan dengan baik tentunya harus didukung oleh sumber daya 

yang secara khusus dan fungsional agar dapat bekerja dengan lebih teliti 

dan mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas-tugas audit 

investigasi, interogasi, pemeriksaan dan penyidikan. Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) dapat dibentuk di setiap Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah guna melakukan kinerja yang lebih obyektif terhadap pembinaan 

aparatur pemerintah. Wacana pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) di setiap instansi atau badan yang mengurus pembinaan 

Kepegawaian seperti Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau 

diharapkan dapat direalisasikan, secara garis besar kewenangan dan tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) PPNS mampu memberikan ruang penyidikan 

yang tepat dan pengolahan hasil pemeriksaan lebih akurat, sehingga 

obyektifitas penjatuhan hukuman disiplin dapat terjaga. Memperkuat 

wacana PPNS, tentang eksistensi PPNS dalam memperkuat kinerja satuan 

perangkat daerah untuk menemukan, menyidik, memeriksa perkara-

perkara indisipliner aparatur pemerintah sebagai berikut: 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) adalah 

pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat PPNS ini pada 

sektor tertentu ada yang diberi kewenangan untuk melakukan 

penangkapan atau penahanan namun tetap berkoordinasi dengan 

penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, ada juga yang 

tidak diberi kewenangan untuk itu.  

(http://www.hukumonline.com, diunduh tanggal 25 Januari 2016, 

pukul 09: 15 WIB). 

3. Reward and punisment, menjadi tawaran yang menjanjikan bagi Pegawai 

Negeri Sipil dalam pengabdian, pelayanan dan kinerja kepada negara, 

atasan dapat menjadikan bawahan sebagai mitra kerja yang baik, dengan 

berbagai upaya positif dalam menjamin terjaganya loyalitas kinerja dengan 

menunaikan rasa tanggungjawab baik terhadap ketertiban dan disiplin. 

Reward and punisment sebagai suplemen stimulan untuk dapat mengobati 

penyakit ketidaktertiban, ada penghargaan yang diberikan sebagai sanksi 
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positif sebagai pola pembinaan yang terus-menerus dilakukan kepada 

aparatur pemerintah secara khusus kepada Pegawai Negeri Sipil, otomatis 

menjadi pekerjaan rumah pemerintah bekerjasama dengan seluruh jajaran 

pemerintah Kabupaten Sanggau baik legislatif, eksekutif dan yudikatif 

untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peraturan 

harus ditegakkan dengan rasa penuh tanggungjawab dengan tidak 

memberikan rasa simpatik yang dapat memudarkan obyektifitas keputusan 

dalam penjatuhan hukuman disiplin. Membudayakan kedisiplinan dan 

ketertiban akan lebih mendukung kesadaran yang otonom dari diri sendiri, 

tanpa ada hukum yang memaksa, hukum sebagai pengendali sosial, hukum 

juga bukan obat mujaraf yang dimungkinkan selalu mengobati berbagai 

penyakit. Peran serta dan partisipasi seluruh jajaran aparatur menjadi 

penting. Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1998: 104) berpendapat 

bahwa: Menjalankan fungsi sebagai subyek yang aktif dalam 

melaksanakan pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun 

pengawasan melekat diperlukan beberapa usaha-usaha, yakni: 

a. Mengurangi atau meniadakan perasaan “kurang tega” untuk bawahan 

sendiri atau orang yang telah dikenal atau sahabat sebagai pihak yang 

diawasi. 

b. Mengurangi kolusi (persekongkokolan) dan kecipratan dengan pihak 

yang diawasi/bawahan. Menghindari “budaya upeti” dari yang 

diawasi/bawahan. 

c. Meningkatkan kemampuan di bidang pengawasan, agar pelaksanaannya 

semakin baik mutunya dan tidak sekedar merupakan kegiatan mencari-

cari kesalahan pihak yang diawasi atau bawahannya. 

d. Meningkatkan keberaniaan untuk melakukan pengawasan dan 

mengambil tindak lanjut dan tidak takut terhadap reaksi yang timbul. 

Untuk itu pengawas, termasuk atasan langsung, harus menghindari 

kelemahan-kelemahan dalam bekerja, yang jika ada kemungkinan saja 

dibongkar oleh pihak yang diperiksa/bawahan. 
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Mengulas-mengupas berbagai permasalahan sanksi dan penjatuhan 

hukum tentu kita tetap kembali pada esensi sanksi administratif 

kepegawaian, bahwa pola pembinaan adalah menyadarkan, meluruskan, 

dan membentuk kembali hal-hal yang salah menjadi benar, untuk itu sifat 

khusus administratif kepegawaian dan pengelolaan pembinaan manajemen 

kepegawaian menjadi hal yang istimewa dimata masyarakat, sehingga ada 

perlindungan khusus dan tameng yang istimewa bagi aparatur khususnya 

PNS dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sebaliknya dengan 

perlakuaan yang khusus tersebut janganlah membuat PNS semakin 

mempermudahnya untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji, 

pelanggaran etika, pelanggaran norma dan pelanggaran disiplin, sampai 

saat ini uporia kegembiraan warganegara untuk dapat bergabung menjadi 

abdinegara tersebut masih menduduki rating tertinggi penyerapan 

ketenagakerjaan di Indonesia, dengan menjaring sumberdaya yang 

berkualitas tinggi dan mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap 

pelayanan dan berdedikasi terhadap disiplin, maka kekhawatiran akan 

keterpurukan aparatur akan terabaikan, dan negara akan terselamatkan. 
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3 Maret 2011 dalam hal peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

mengintruksikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam 

jabatan struktural dan fungsionalperihal penyelesaian kasus Pegawai 

Negeri Sipil. 

INTERNET 

http://pontianak.bpk.go.id, diunduh Pukul 16.00 WIB, tanggal 13 November 

2015. 

http://dirgahayukorpri.blogspot.co.id, diunduh tanggal 14 November 2015, 

pukul 8.21 WIB. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, diunduh tanggal 14 November 2015, 

Pukul 23:08 WIB. 

 

http://bisniskeuangan.kompas.com, diunduh tanggal 24 November 2015, 

Pukul 12.18 WIB. 
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http://www.hukumonline.com,  Diunduh tanggal 25 Januari 2016, pukul 09:15 

WIB. 

 

KAMUS-KAMUS 

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Cetakan kedelapan, Edisi IV, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Tim Pandom Media, 2014, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pandom 

Media Nusantara, Jakarta. 

KORAN/SURAT KABAR/ARTIKEL 

W. Riawan Tjandra, Koran Kompas, Menuntaskan Reformasi Birokrasi, 

tanggal 11 Februari 2014. 

Lanka Asmar, S.H.I, Artikel, 14 (empat belas) Isu Pokok Dalam Rancangan Undang-

Undang Aparatur Sipil Negara, 11 Januari 2012. 

WAWANCARA/NARASUMBER 

Wawancara dengan Drs. Yohanes Ontor, M.Si selaku Wakil Bupati Kabupaten 

Sanggau. 

Wawancara dengan A.L. Leysandri, S.H selaku Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sanggau. 

Wawancara dengan Jacobus, S.H,. M.H selaku Kepala Bagian Hukum dan 

HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau. 

Wawancara dengan Dra. Saula Sriningsih, M.Si selaku Kepala Bidang 

Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Sanggau. 

Wawancara dengan Sakina Dihara, S.H selaku Kepala Sub Bidang Kedudukan 

Hukum dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bidang Pengembangan 

Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau. 

Wawancara dengan Drs. Azahari selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan 

Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Sanggau. 
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